Fﬂ"

32. IZIN INDUSTRI MINUM LAINNYA/ (11090) INDUSTRI MINUM LAINNYA /MENENGAH

TINGGI

1 JENIS LAYANAN / KBLI /
" | RISIKO

IZIN INDUSTRI MINUM LAINNYA/ (11090) INDUSTRI T
MINUM LAINNYA /MENENGAH TINGI

2. | DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Beruswaha Berbasisi Risiko;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan
Perizinan di Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor Nomor 3 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor
Lingkungan hidup dan Kehutanan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian
Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. PERSYARATAN
LAYANAAN

Persyaratan Umum
Dokumen Pernyataan Komitmen;

1.

2. Dokumen Persetujuan Lingkungan, berikut dokumen UKL-UPL.

3. Dalam hal kegiatan pengolahan hasil hutan berdampak merubah
bentang alam dan/atau berdampak penting terhadap lingkungan
hidup, Dokumen Lingkungan Hidup berupa AMDAL.

Persyaratan Khusus

Dokumen Proposal Teknis, yang berisi penjelasan data umum

perusahaan/pelaku usaha, rencana lokasi kegiatan, rencana investasi,

rencana pemenuhan bahan baku dan jaminan

kontinuitas pasokan bahan baku, rencana penggunaan mesin-mesin

utama produksi,

rencana kapasitas produksi, rencana pemasaran, dan rencana serapan

tenaga kerja, dengan

dilampiri dengan dokumen:

1. Kepemilikan jaminan pasokan bahan baku berupa dokumen
kerjasama pasokan bahan baku atau pernyataan kesanggupan
pemenuhan bahan baku dari pemasok;

2. Kepemilikan mesin utama produksi pengolahan hasil hutan dengan
kapasitas total terpasang mesin produksi maksimal sebesar 130%
(seratus tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan,
berupa dokumen kepemilikan atau pemyataan kesanggupan
pemenuhan rencana pengadaan mesin utama produksi;

3. Kepemilikan/penguasaan atas prasaranan bangunan pabrik, tempat
penampungan bahan baku dan gudang kayu olahan, berupa
dokumen kepemilikan atau penguasaan atas bangunan pabrik,
gudang kayu olahan dan tempat/lahan penampungan bahanbaku;
dan

4. Kepemilikan tenaga kerja teknis professional bersertifikat di bidang
pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan, berupa
dokumen tenaga kerja professional bersertifikat atau pernyataan
komitmen pemenuhan tenaga teknis professional bersertifikat




ﬂ MEKANISME/ PROSEDUR [ 1. Pemohon mengakses laman 0SS untuk menginput data pemohon
secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar dan Izin
2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari
Pelaku Usaha dalam Sistim 0SS
3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis
Menotifikasi Persetujuan Persyaratan malalui Sistem OSS, jika
belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi Perbaikan
Persyaratan
4, jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Teknis, maka Unit
Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala Dinas
PMPTSP
5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha
pada Sistim 0SS
6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi
5. | WAKTU PELAYANAN 10 (Sepuluh) hari kerja
-
6- | BIAYA/ TARIF Gratis
7. | PENANGANAN - No. Kontak : 081346767806
PENGADUAN,  SARAN/ | - Facebook : ptsppromal
MASUKAN - Twiter : ptsppromal
- Email Pengaduan : pengaduanptsp@gmail.com
- Scan QR CODE pada Loket Pengaduan




